BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil dari penelitian skripsi ini dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A
belum memenuhi ketentuan dalam PERMA itu sendiri dapat dilihat dalam
pelaksanan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, ¢ jo Pasal 10 ada 2 perkara yang belum
memenuhi ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebabkan karena dalam
penerapan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b,c adalah penyelesaian oleh petugas yang
bekerja lamban sehingga pada penerapan Pasal ini berjalan belum sesuai.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di
Pengadilan Negeri Kupang Klas IA adalah aspek waktu dimana para pihak yang
tidak menghadiri sidang itulah yang menjadi kendala mengapa penyelesaian perkara
gugatan sederhana melebihi batas waktu yang ditentukan oleh PERMA.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran sebagai solusi

untuk permasalahan yang ditemukan:

1. Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA
kiranya dapat diselesaikan sesuai ketentuan-ketentuan yang diterapkan dengan
PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

2. Adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERMA Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
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